
 

 
Demagog Pemerintah Indonesia dengan Masyarakat Adat “Semua Demi 

Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat” dan Haruskah Kita Meniru 
Selandia Baru? 

Oleh: Mariamlie 
Soekarno pernah berkata “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir 

penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Saat 
ini isu mengenai permasalahan tanah adat antara pemerintah Indonesia dengan 
masyarakat adat merupakan permasalahan yang harus kita selesaikan bersama-sama. 
Namun, susahnya mencapai meja perdamaian karena Indonesia memiliki pemerintahan 
yang suka berdemagogi. Demagog adalah agitator-penipu yang seakan-akan 
memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya.  
 Wilayah Indonesia terbentang luas dari sabang hingga merauke dengan total 
luas Indonesia secara keseluruhan adalah 5.193.250 km². Dengan lebih dari 300 
kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah 
Air menurut sensus BPS. Banyaknya suku-suku yang mendiami berbagai wilayah di 
Indonesia, telah menjadi bukti jika kebanyakan dari mereka telah ada ratusan tahun 
bahkan sebelum Indonesia menjadi sebuah negara. Sebutan bagi mereka ialah 
masyarakat adat karena menetap disuatu wilayah adat berdasarkan asal-usul secara 
turun-temurun, yang memiliki kedaulatan atas kekayaan alam, kehidupan sosial budaya 
dan tanah yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola 
keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Melihat hal ini bukanlah hal asing jika 
dikatakan Indonesia terbentuk dari persatuaan masyarakat adat dari Sabang sampai 
Merauke. 
 Sepakat mejadi bagian dari sebuah negara membuat masyarakat adat memiliki 
otonomi diatas hukum adat yakni undang-undang. Masyarakat, hak serta kewajibannya 



kini diatur oleh UU yang dibentuk oleh negara. Awalanya peraturan-peraturan yang 
diterbitkan mengakui adanya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 
Hingga pada masa Orde Baru, UU menjadi salah satu “tangan” pemerintah merampas 
tanah adat untuk pelaksanaan umum rencana proyek-proyek besar dan transmigrasi. 
Hingga proses marginalisasi masyarakat adat terus berlangsung hingga kini ketika arus 
modal begitu kuat, perputaran modal yang tidak dapat dibatasi pada ruang dan waktu 
menerpa masyarakat adat. Singkatnya, mereka diusir negara dari tanahnya sendiri oleh 
karena perusahaan, investasi asing dan pemintaan pasar global. 
 Dalam kasus tanah adat di Indonesia negara tidak selalu hadir sebagai bapak tua 
yang memberikan roti. Negara acap kali hadir dikampung-kampung sebagai 
“perampok” dan kemudian menggunakan hukum sebagai pembenar. Setelah 
masyarakat mengalami ketidakadilan seharusnya bisa mengadu ke peradilan negara 
namun malangnya lembaga ini justru menjadi tepat pembenaran perampasan tanah. 
Apalagi lembaga peradilan masih menjadi lembaga urutan lima besar terkorup. 
Ditambah lagi hingga kini tidak ada aturan yang jelas dan mengerucut terkait 
masyarakat hukum adat semuanya secara umum dalam konteks hukum agraria 
pengaturan mengenai hukum adat terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). 
 Berbeda halnya dengan perlakuan yang dilakukan pemerintah Selandia Baru 
terhadap Suku Maori. Sama halnya dengan pemerintah Indonesia, gejolak antara 
pemerintah dan suku-suku lainnya memang sudah berlangsung beberapa dekade, 
terkhusus Suku Maori. Berbagai jalan keluar berusaha ditempu diantara keduanya 
mulai dari pembentukan UU yang berakibat Maori kehilangan tanah milik kerajaan dan 
pemilik swasta melalui berbagai metode. Hingga di awal abad-20 titik terang 
permasalahan mulai didapatkan, dimulai dengan mengadopsi bahasa Maori sebagai 
bahasa resmi. Kemudian dilanjutkan dengan akta penyelesaian mencakup kompensasi 
untuk setiap suku, permintaan maaf dan pengakuan hak tertentu atas sumber daya.  

Perbedaan yang cukup signifikan ini tentunya membuat kita bertanya-tanya 
akan banyak hal. Mengapa negara yang sama-sama memiliki banyak masyarakat adat 
memiliki celah yang akan memunculkan jenjang penyelesaian yang sangat jauh 
berbeda? Kelompok masyarakat adat yang memiliki asal-usul secara turun temurun 
diwilayah tertentu menggantungkan kehidupan sehari-hari dari tanah adat baik dalam 
aspek budaya, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, penggunaan dan 
pergantian tanah adat menjadi tempat industri, perkebunan kelapa sawit, 
pengembangan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam telah melanggar hak 
kehidupan yang layak, serta salah satu bentuk diskriminasi yang harus kita musnahkan.  

Perlu kita ketahui bahwa permasalahan perebutan terkait tanah adat antara 
pemerintah dan masyarakat adat tidak terjadi sekali. Berbagai tanah adat berhasil 
direbut dan dijadikan lahan penghasilan menguntungkan untuk beberapa pihak. 
Namun, begitu kecewanya masyarakat setelah tanah yang dirampas dan dieksploitasi 
kemudian di tinggalkan karena tidak bisa mencapai potensi yang diharapkan. Kejadian 
seperti ini terjadi tahun 2009 pada Hutan Adat Sembilan di Kabupaten Musi Banyuasin, 
Sumatra Selatan. Masyarakat adat Suku Semendo dan Suku Ogan di wilayah ini digusur 
dari tanah adat mereka untuk memberi jalan kepada proyek perkebunan kelapa sawit 
Banyak tanaman kelapa sawit ditanam, tetapi proyek tersebut tidak berhasil mencapai 



potensi yang diharapkan hingga ditinggalkan. Namun, kita perlu menggaris bahwa jika 
di Indonesia masyarakat adat dianeksasi secara paksa tanpa pemberian kompensasi. 
 Perampasan tanah adat bisa dikatakan sebagai sebuah peristiwa yang tidak 
mengenakkan bagi seluruh msyarakat apalagi menggunakan kekerasan. Kekerasan ini 
dilakukan melalui berbagai cara baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Sebagai 
contoh dalam kasus Pulau Rempang yang baru-baru ini terjadi. Pemerintah mengutus 
TNI dan Polri yang bertugas “mengamankan” justru menggunakan gas air mata hingga 
sampai kesekolah dan mengakibatkan beberapa siswa/siswi pingsan. Bukan hanya itu, 
mereka juga terlibat adu mulut dengan masyarakat dan menangkap beberapa tokoh adat 
yang ingin memakai hak bersuara dalam negara demokrasi. Bukankah seharusnya TNI 
dan Polri memiliki tanggung jawab melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, lantas kenapa mereka hadir sebagai 
ancaman bagi masyarakat? 

Perlu kita pahami pula, jika pergeseran pemanfaatan hutan adat di Indonesia 
selalu merusak ekosistem dan keseimbangannya serta menimbulkan konflik dengan 
masyarakat adat. Hutan adat dijadikan lahan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, 
pemukiman dan proyek infrastruktur. Akhirnya terjadilah pembakaran, kehilangan 
hutan dan hilangnya keragaman hayati membuat mereka kehilangan akses ke sumber 
daya alam yang penting bagi kehidupan dan budaya mereka. 

 
 Melihat isu ini sebagai keresahan yang terjadi di Indonesia dan Selandia Baru. 
Maka sudah sepatutnya kami mulai berupaya dalam segenap kemampuan kami agar 
hak-hak masyarakat adat dapat tercapai sepenuhnya. Kita bisa mulai melihat dan 
mengimplementasikan kebijakan atau solusi dari negara-negara yang sudah lebih baik 
dalam menangani isu-isu seperti Selandia Baru.  
 Seringnya kasus perampasan hak tanah adat di Indonesia pada akhirnya bisa 
memicu dampak negatif terhadap kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah. Munculnya representasi pengalihan fungsi tanah adat merupakan dampak 
yang cukup terasa bagi masyarakat. Indonesia adalah negara hukum dengan peraturan 
yang dibuat oleh penguasa yang memiliki kedudukan dalam kursi pemerintahan. 
Sederet aturan yang dirangkai membuat pemerintah dengan mudah membuat 
kepalsuan. Membangun realitas sosial masyarakat yang palsu, artifisial, dan penuh 
dengan kepura-puraan, apalagi ditransformasikan melalui media kepada khlayak 
umum. Karena sejatinya janji-janji kesejahteraan yang dikampanyekan pemerintah 
hanya isapan jempol. Sebagai contoh, perselisihan warga Suku Amungme dan suku-
suku lainnya dengan pihak PT. Freeport tidak saja bertalian dengan faktor material, 
tepai juga terkait dengan faktor nilai, religi, ientitas dan harga diri yang ikut 
dipertaruhkan.1 Perlu kita ketahui berdasarkan data BPS, saat ini Papua menduduki 
provinsi termiskin di Indonesia. Padahal melansir data laporan perusahaan tambang 
emas-tembaga ini mencatatkan pendapatan 140,84 triliun sepanjang tahun 2022.  

Dahulu konflik masyarakat adat dan pemerintah tidak begitu menggelora karena 
masyarakat masih menaruh kepercayaan jika pembangunan yang dilakukan pemerintah 
untuk kesejahteraan rakyat. Selayknya seseorang yang memiliki sebuah produk baru 
pasti ia mempromosikan kelebihan tapi menutupi setiap kekurangan. Tindakan ini pula 
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(2010), 255–76. 



yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat adat mulai dari akan memajukan 
perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan layanan kesehatan, 
pendidikan, teknologi dan infrastruktur. Semua dipakai untuk menutupi tujuan 
sebenarnya para penguasa yang hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan 
keberlangsungan hidup masyarakat. Hanya untuk tujuan meraup keuntungan sesaat 
pemerintah Indonesia rela mengorbankan kesejahteraan masyarakat.   

   Dalam sebuah jurnal masyarakat & budaya di Indonesia terdapat sekitar 250 
daerah-daerah dengan susunan asli banding marga, dusun dan negeri. Bahkan sebanyak 
70% dari kawasan adat hasil pemetaan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sudah 
dibebabani hal lain oleh kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). 
BRWA telah meregistrasi sebanyak 1.119 peta adat dengan luas 20,7 juta hektar. Peta 
wilayah adat tersebut tersebar di 29 Provinsi dan 142 kabupaten/kota. Sebanyak 189 
wilayah adat dengan luas 3,1 juta ha telah memperoleh pengakuan dalam bentuk 
Peraturan Daerah (Perda) dan surat keputusan kepala daerah. Dengan demikian baru 
15% wilayah adat dari 70% yang diakui oleh pemerintah daerah. 2 

 

Selandia Baru merupakan salah satu negara dengan terobosan hukum paling 
maju dalam hal pengakuan hukum atas lingkungan sebagai legal person. Di Selandia 
Baru sengketa tanah adat kerap kali menjadi pemberitaan. Sejarah panjang Maori di 
Selandia Baru terdiri dari berbagai kelompok berbeda dan berbagai isu, termasuk hak 
atas tanah, perlindungan sumber daya serta budaya dan bahasa. Sejauh ini pemerintah 
Selandia Baru berusaha semaksimal mungkin dalam memberi titik terang terkait hak 
tanah adat masyarakat adat disana.  

Sejak disahkannya perjanjian Waitangi yang ditandatangani oleh 40 kepala suku 
di Waitangi dan 500 Maori lainnya di seluruh negeri menandatangani salinan dokumen 
tersebut sepanjang tahun. Perbedaan pemahaman terkait perjanjian ini menimbulkan 
konflik anatara pemirintah dan suku adat. Salah satunya ialah kasus sungai Whanganui, 
kasus yang sudah berlarut sejak beberapa dekade. Kelompok Maori yang bermukim di 
sekitar sungai Whanganui dan selama periode itu pula, awalnya pemerintah Selandia 
Baru melakukan usaha setengah hati. Awal abad 21 pemerintah Selandia Baru mulai 
bekerjasama mengikuti serangkaian penyelesaian sesuai Waitangi Tribunal atas 
sengketa yang dikeluarkan di tahun 1999. Perjanjian ini mengharuskan pemerintah 
mengadakan mekanisme negosiasi penyelesaian dan pemerintah harus mendirikan 
badan gabungan yang beranggotakan representasi dari Pemerintah dan Suku Maori 
dalam jumlah seimbang. Melalui negosiasi tersebut berakhir dengan penandatanganan 
Ruruku Whakatapua dan menghasilkan sebuah UU. Akhirnya pada tahun 2017, 
Selandia Baru membuat terobosan dengan menetapkan sungai Whanganui sebagai legal 
person bagi Suku Maori.3 Perhatian khusus semakin diberikan pemerintah terhadap 
banyaknya kasus terkait pengambilan hak tanah bangsa Maori dengan menyusun UU 
Pertanahan Maori, UU Tepi Pantai dan Dasar Laut Tahun 2004.Sebagian besar dari 
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perjanjian ini adalah perjanjian penyelesaian yang mencakup kompensasi finansial, 
pemulihan lahan, atau pengakuan hak-hak masyarakat Maori. Hak-hak masyarakat adat 
Suku Maori di Selandia Baru sekarang diperlakukan dengan lebih baik daripada masa 
lalu, meskipun tantangan dan masalah masih ada.  

Dari pemaparan diatas terlihat sekali perbedaan pengambilan tindakan untuk 
menangani kasus terkait sengketa tanah adat antara Indonesia dan Selandia Baru. 
Sebagai orang awam wajar bila kita menilai wajar bagi Selandia Baru mampu 
menyelesaikan banyak sengketa dengan suku Maori. Mereka memiliki legalitas hukum 
yang baik sebagai negara maju bila dibandingkan dengan Indonesia. Namun, disatu sisi 
Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki nilai keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat yang membuat seharusnya hak dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama. 
Tapi mengapa negara yang memiliki nilai keadilan justru mengambil hak dan menindas 
rakyat sendiri? Sungguh ironis sekali rasanya melihat masyarakat yang ada sebelum 
negara justru mengemis meminta pengakuan dari negara. 

Belajar dari Selandia Baru terdapat beberapa ide yang saya rasa cocok serta 
mampu membantu menyelesaikan permasalahan sengketa tanah adat anatara 
pemerintah dan masyarakat adat di Indonesia. Pertama, kajian pembangunan dan 
pendidikan kepada pemerintah tentang kesejahteraan rakyat. Akar utama permasalahan 
ini sebenrnya ialah pemerintah. Pemerintah dalam menentukan setiap keputusan bukan 
semata menciptakan keuntungan sesaat. Oleh karena itu, kajian pembangunan perlu 
dilakukan untuk membaca setiap peluang kemanfaatan bagi masyarakat dalam 
pembangunan.  

Kedua, penandatangan legalisasi hukum sentral yang menyangkut pengakuan, 
aturan dan implementasi aturan antara pemerintah dan seluruh kepala masyarakat adat 
di Indonesia. Pemberian kesempatan bagi masyarakat adat untuk mendaftarkan diri 
sebagai pemilik hutan atau wilayah adat. Seringkali permaslahan terkait tanah adat di 
Indonesia ialah karena masyarakat adat tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah 
daerah. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat, proses yang panjang dan rumit 
serta mengulik sejarah. Melalui legalisasi ini dapat membantu menentukan batas-batas 
tanah adat. Apabila terjadi permaslahan, hukum ini dapat menjadi pedoman 
penyelesaiannya. 

Ketiga, membuka dialog dan mediasi dengan penengah yang independen. 
Dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat adat. Ini memungkinkan kedua 
belah pihak untuk berbicara tentang masalah, kebutuhan, dan aspirasi mereka. Mediator 
dapat membantu kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima. 
Penting untuk menciptakan ruang yang aman dan terbuka dalam perbincangan. 
Keempat, masyarakat melakukan pendekatan internasional. Beberapa sengketa tanah 
melibatkan isu hak asasi manusia dan indigenous people. Masyarakat adat dapat 
mencari dukungan dari organisasi dan badan internasional yang memantau kedua hal 
ini. 

Permasalahan tanah adat adalah sebuah masalah serius yang disebabkan 
keterkaitan hak untuk melanjutkan hidup masyarakat dan perjuangan melestarikan 
lingkungan. Karena aturan yang kurang jelas ditambah lagi benturan kepentingan 
penguasa menjadikan rakyat semakin miskin dan penguasa semakin merajalela. Kabar 



baiknya kita dapat menentang dan mengubah sistem aneksasi dari zaman orde baru 
yang terus berlaku hingga kini. Jalan kedepan dan tanggung jawab perubahan bukan 
hanya tanggung jawab mereka yang tergolong masyarakat adat, tapi tanggung jawab 
semua masyarakat dalam menciptakan legalisasi sentral yang seimbang, negosiasi dan 
implementasi aturan berjalan konsisten. 
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